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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Bpp

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Balikpapan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam  persidangan majelis telah

menjatuhkan  penetapan sebagai  tersebut  di  bawah  ini  dalam  perkara

Cerai Gugat antara: 

Penggugat,  tempat  dan tanggal  lahir  Solo,  20  Januari  1976,  umur  44

tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak ada,

Tempat  tinggal  di  xxxx Kelurahan  xxxx,  Kecamatan

Balikpapan Utara,  Kota Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan

Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Oktober 1976, umur 43

tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pekerja

Lepas (freelance), Tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx,

Kecamatan Balikpapan Barat,  Kota Balikpapan,  Provinsi

Kalimantan Timur,  sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan; 

 DUDUK PERKARA

Bahwa   Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal   13

Februari  2020  yang mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat terhadap
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Tergugat,  permohonan  mana  didaftarkan  di   Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Balikpapan  dengan  register  Nomor  341/Pdt.G/2020/PA.Bpp,

dengan dalil dan alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada

tanggal  07  April  2018,  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Samarinda  Ilir,  Kota  Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta

Nikah Nomor: 0276/036/IV/2018 tanggal 09 April 2018;  
2.  Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orangtua  Tergugat  di  xxxx  Kecamatan

Balikpapan  Barat,  Kota  Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,

selama 2 bulan, dan terkahir tinggal bersama di rumah kontrakan di

xxxx  Kelurahan  Batu  Ampar,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan;  
3.  Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

belum dikaruniai anak;  
4.  Bahwa  sejak  bulan  Juni  2018  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  tidak  rukun,  karena  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
5.  Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi

dikarenakan  Tergugat  mempunyai  pekerjaan  yang  penghasilannya

tidak  menentu,  sehingga  kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  terpenuhi,  Penggugat  sudah  berupaya  menasehati

Tergugat  dan  menyarankan  agar  Tergugat  mencari  pekerjaan  lain

yang  lebih  baik,  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat,  namun Tergugat  tidak  pernah mau untuk

berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan Tergugat hanya

mendengarkan masukan dari Penggugat;  
6.  Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar,  namun Tergugat tidak

pernah  menunjukkan  i'tikad  baik,  sehingga  Penggugat  sudah  tidak

ada  keinginan  lagi  untuk  melanjutkan  hubungan  rumah  tangga

bersama Tergugat;  
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7.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Januari  2020,  yang

akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan

tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat

di  xxxx,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota  Balikpapan,  Provinsi

Kalimantan  Timur,  dan  tidak  beberapa  lama  Penggugat  pergi  dari

kontrakan tersebut,  Tergugat  juga telah pergi  dari  rumah kontrakan

tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di xxxx,

Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan

Timur sehingga sejak saat itu antara antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya

pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;  
8.  Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan tidak  sanggup lagi  melanjutkan hubungan perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah

ini ke Pengadilan Agama Balikpapan. 

Berdasarkan  alasan  dan  dalil-dalil  tersebut  di atas,  Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim

memeriksa dan mengadili  perkara ini,  serta menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap

Penggugat, (Penggugat);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini. 

          Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Balikpapan  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  hadir  secara  prinsipal  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya,

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut; 
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha  menasihati Penggugat agar

sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, dan telah berhasil. Selanjutnya

Penggugat  menyatakan  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita

acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berhasil  menasihati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut

tidak melanggar hak Tergugat, maka maksud Penggugat untuk mencabut

gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  tersebut,

maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989,  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama

menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

menjadi  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  seluruh  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat. 
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Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1 Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

341/Pdt.G/2020/PA.Bpp dari Penggugat;  

2.  Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara; 

3.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di  Pengadilan Agama Balikpapan pada hari

Kamis,  tanggal  27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  03

Rajab 1441  Hijriyah, oleh Majelis Hakim  Pengadilan Agama Balikpapan

yang terdiri dari  Dra. Aisyah, M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis,  Drs.

Mardison, S.H., M.H., dan Hj. Siti Aminah, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota. penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut  pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh  Zakiah  Darajah  Muis,  S.H., sebagai  Panitera  dan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttdttd ttdttd

Drs. Mardison, S.H., M.H. Dra. Aisyah, M.H.I.

ttdttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttdttd

Zakiah Darajah Muis, S.H.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Pemanggilan : Rp 225.000,00

-  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai                           : Rp             6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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